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Sekali Lagi soal Peraturan
Antikriminalisasi Pejabat

elakangan ini, kriminalisasi menjadi salah satu kata pa-
ling populer yang diucapkan dan dipakai di berbagai
pemberitaan media massa. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). kriminalisasi diartikan sebagai proses yang
memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai
peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peris-
tiwa pidana oleh
Kata ini belakangan lekat dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Beberapa kasus hukum yang menyasar sosok-
sosok penting di lembaga antikorupsi itu dipersepsikan sebagai
tindakan kriminalisasi
Dari KBBL bisa diartikan bahwa dalam kriminalisasi ada
perubahan persepsi. dari suatu tindakan yang sebelumnya bu-
kan pelanggaran hukum, berubah arti menjadi tindakan yang
melanggar. Kriminalisasi dari logika sosiologi hulkum pidana
Dersyaratkan ada perubahan perundangan atau norma hukum.
dari semula tak berimplikasi sanksi menjadi sebaliknya. Kata
ini juga bersilogisme dengan penjara atau bui sebagai sanksi.
Kata lain yang juga tak kalah adalah anggaran. Di
KBBI disebutkan, Anggaran adalah 1) perkiraan; perhitungan:
2) aturan; 3) Bk taksiran mengenai penerimaan dan penge-
Inaran ieas yang diharapkan untulk periode yang akan datang.
, kata ini dikairkan dengan dan pro-

gram
Dalam belbaga.i pembentaan ‘media massa, disebut balwa
penyerapan anggaran yang menjadi pintu masuk jalannya
proyek pembangunan sangar minim di daerah. Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan per 30 Juni 2015.
realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) provinsi rara-rara 25,8 persen. Semenara itu, realisasi
belanja APBD kabupatenjkota sebanyak 24,6 persen. Di Tou
Kota, penyerapan anggaran DKI Jakarta baru 19,4 persen.
Kriminalisasi alias persoalan hulum yang dicari-cari ter-
nyara juga terkair penyerapan anggaran yang minim di daerah.
‘Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator
Perekonomian Sofyan Djalil menilai, keduanya berkaitan.
Menurut Sofyan Djalil, banynk kepala.dacrah kemk\nan
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APBD karena talur
bagi kemaslaharan warga d:-m pem'ba-
ngunan, kepala daerah bisa malah diganjar hukuman, bukan
mempem]eh prestasi.
itu, harus dicarikan jalan agar kepala daerah sebagai
kuau pengguna anggaran tak merasa ketakutan. Inilah
mendasari niatan perlunya Peraturan Presiden (Perpres) Anti-
kriminalisasi Pejabat Negara. Pro kontra mengikuti diskursus
ini. B: pihak, termasuk KPK menilai, kebijakan iru tak
perlu. Tsu ini pun hilang direlan banyaknya persoalan lain.

Kini, Wapres Jusuf Kalla kembali mengingatian, peraturan
itu tetap menjadi agenda pemerintah. Ia pun mengingatkan
pihak lain, termasuk KPK, agar tak perlu kontra dengan per-
aruran baru im nantinya.

“Kalau pemerintah membuat itu, tidak ada yang boleh me-
nolak. Bagaimana caranya? Apa urusannya KPK menolak per-
pres yang dikeluarkan pemerintah?® ucap wapres di Jakarta,
Selasa (7/7).

‘Wajar Jusuf Kalla dan Sofyan Djalil berkeras akanperllmya
optimalisasi penyerapan anggaran segera. Peml
frastrukrur adalah target pemerintahan Jokowi-usuf Kalla. i
termakrub jelas dalam Nawacita, program kerja yang diusung
keduanya saat berkampanye.

Pembangunan haruslah berjalan. Ia gusar karena banyak
kepala daerah mengeluhkan dipanggil jaksa dan polisi terkait
dugaan pelanggaran penggunaan anggaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, juga men-
desak agar dana Rp 255 miliun dari pemmm'ah pusat yang
masih terhenti di banlebank pembangunan daerah
dikucurkan Dagi pembangunan, bukan cuma ﬂJs]mpan.
Di sisi lain, politik anggaran di Tanah Air selama ini yang ke-
1ap bersenruhan dengan korupsi tak terbantahkan. Data di
KPK dan ICW, juga di Kemendagri mencatat, lebih 300 kepala
daerah tersangkut kasus korupsi. Dana yang digunakan keba-
nyakan APBD. Singkatnya, anggaran menjadi hal yang rawan
diselewengkan.

Hendri Saparini, ekonom dari Universitas Gadjah Mada
{UGM) yang sebelumnya memimpin ECONIT menilai, ada sisi
lain penyebab anggaran,
koran ini beritakan kemarin. Salah satu faktor nya karena ba-
nyak kepala daerah petahana yang menunda membelanjakan
APBD. Ia mensinyalir, ini ada kaitannya dengan motifmotif
politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015.

‘Pengucuran bantuan ke warga menjelang pilkada bukan hal
aneh selama ini. Petahana menjadikannya “alat” sweetener hagi
pemilih potensial

Jika ini benar menjadi salah satu penyebabnya, berarti keta-
kutan terhadap kriminalisasi bisa jadi hanya alasan
penyerapan anggaran. Sisi lain dari pilkada serentak bisa men-
dasari kurang jalannya pembangunan.

‘Begiru pun halnya dengan kegusaran akan langkah penegak
hukum, seperti polisi dan jaksa yang kerap memeriksa kepala
daerah terkait dugaan p anggaran

Perkembangan
Rasionalitas Mudik

Riza Multazam Luthfy Adalah
(1976), yang
alam beberapa hari ke ‘menyelipkan
depan, para perantau ‘mudik dalam
di kota besar beramai- Kamus Umum
ramai mudik ke kampung  Bahasa Indonesia
halaman. Mereka rela dengan arti
‘menempuh perjalanan yang jauh “pulang ke desa
dan melelahkan, asalkan keinginan atau ke dusun”.
berkumpul dengan keluarga dan Leksikograf yang
‘handai tolan bisa terwujud. Lalu kerap memakai
lintas yang macet dan jalan raya mama samaran Ajirabas,
yang bertubang mereka lalui Semplak, aran
demi merengkuh kedamaian, Sabarija tersebut
dan saat
‘merayakan hari kem: mudik dalam
Saat ini, mudik lebih identik contoh
dengan pulang kampung. Padahal kalimat, “Tiga

dulu kala, mudik bermakna pergi ke
udik atan berlayar ke hulu sungai. Hal
ini menandakan; berjalannya walkru,
unsur sosial. politik. dan budaya
turut memberikan dampak terhadap
"nasib” kata tersebu.

Sejumlah kamus, baik Karus
Indonesia Ketll (E St Harahap, 1943).
Maleis Woordenbock [Van Ronkel, 1946).
‘maupun Logat Ketfil Bahasa Indanesia
(Poerwadarminta, 1948) memaknai
mudik sebagai “berlayar atau pergi
ke udik (ke hulu sungai)”. Sementara
itu, Ensiklopedi Tndonesia (Mulia dan
Hidding, 1957)

tidak memuat entri mudik. Ini
Derlatar belakang karena pada waldtu
diterbitkannya ensiklopedia rersebur,

disebutkan Wapres Jusuf Kalla, ini haruslah dijawab dengan
langkah komprehensif. Penegasan koordinasi dan validasi in-
dikasi penyelewengan dari auditor, yakni Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). harusnya menjadi syarat utama pemanggilan
oleh aparat hulum.

akan i sebagai dasar
keluarnya peraruran yang melindungi penyelenggara negara
di daerah untuk memakai anggaran sepertinya bukan solusi
utama. Ada hal lain yang harus diselisik seperti di atas. Kebi-
jakan negara semestinya berdasarkan perimeter valid dan em-
piris, bukan hanya dari masukan segelintir pihak. ®

mudik rak dianggap penting sebab
belum asikan
sosial.

Dengan demikian, sebelum
tahun 1970-an, kara mudik belum
dimaknai sebagai pulang ke kampung
‘halaman. Ketika itu, mudik tidal
pernah dikaitkan dengan Lebaran
sebab dua peristiwa tersebut

or:

‘hari sebelum
Lebaran, sudah banyak orang yang
mudil”

Ini berarti baru pada tahun
1976, istilah mudik yang berasal
dari bahasa Berawi tersebur lekat
dengan kebiasaan pulang kampung
menjelang Lebaran. Tak heran kamus-
kamus lain yang terbit sesudah 1976
memuar entri mudik dalam dua
‘makna, yaitu (berlayar pergi, pergi)
ke udik (hulu sungai, pedalaman) dan
pulang ke kampung halaman (Andi
‘Andrianto, 2013}

Pada mulanya, tradisi mudik
di negeri ini didasari gelombang
urbanisasi. Perpindahan penduduk
dari desa ke kota secara besar-besaran
tidak lantas membuar masyarakat
urban lupa dengan tanah kelahiran.
Para perantau meningkatkan taraf
perekonomian mereka sambil
beradaptasi dengan lingkungan baru.

mewakili budaya konrinenralf
dararan kerimbang budaya
maritim/kelautan. Namun
demikian, di balik mode
pengkhianatan terhadap
diri sendiri, alam bawah
sadar mereka sebenarnya
masih terpaut dengan
nilad, prinsip, dan sejarah

peneguhan
idenritas kulrural
dan politik,
mudik dipilih
sebagai ikhtiar
‘membangkitkan
kembali nilai-

nilai yang melekat

di alam bawah sadar tersebut.

Tradisi mudik yang turun-
temurun dapat dilihat dari aspek
perkembangan rasionalitas
masyarakat. Era 1970-an hingga 1990-
an menjadi penanda bahwa mudik
mempunyai motif tradisional.

Pada waktu itu, tinglat
rasionalisasi di negeri ini relatif
‘belum berkembang secara pesat. Para
perantau mengokohkan kembali
semangat pola kehidupan tradisional
yang terkikis arus modernisasi di
kora-kota besar. Dengan mudik,
mereka ingin menegaskan diri
sebagai anggota komunal daerah asal,
sebuah lanskap saat hubungan sosial
tak dihargai dengan pamrih.

Lebih Rasional
Dewasa ini, motif mudik relah
Dergeser ke arah yang lebih rasional.

tidak
‘mulai menght keduanya
setelah istilah mudik mengalami
perkembangan.

Akhinya, mereka terpaksa Pada umumnya, mudik didorong
‘memakai topeng demi alasan praktis-pragmaris. Bagi
identitas dan urban, mudik lebih dari
‘menyamarkan jari dirl. Mereka sekadar tradisi. Mudik dianggap
cara berpikir nostalgia, obsesi, bahkan ilusi.

‘materialistis-nedonistis dengan
‘menjunjung ringgi pola hidup
‘kompromistis-permisif, yang lebih

Fakror mudik kerap didasart
kehendak memungur kembali
kenangan di desa atau dusun yang

selaln menumbuhkan romantisme.
Karena itu, bagi perantau, mudik
ibarat cermin yang memantulkan
bayangan masa silam. Ragam
peristiwa dan suasana yang dilalu
senantiasa mengalirkan sensasi dan
déjd vu yang menggelora. Sebagai
salah satu bentuk katarsis, mudik
dipercaya dapat menghapus berbagai
emosi negatif.

Dengan kembali ke tanah
kelahiran, pemudik dapat
melepaskan segala macam beban,
penat, dan rekanan yang menghantui
hidup. Fakta balwa mereka
yang bekerja di kota besar selalu
menghadapi beragam permasalahan
perlu disegarkan dengan wisata
kekeluargaan.

Mudik juga menjadi media
akrualisasi diri. Bagi pemudilk,
perjuangan di tanah rantau yang
digenapi cerita manis dalam karier
dan pekerjaan perlu diekspresikan
kepada saudara di desa arau dusun.
Di samping memuaskan pemudik,
ekspresi semacam ini menjadi
kebanggaan tersendiri bagi keluarga.

Perkembangan rasionalitas
‘masyarakar menjadikan mudik
sebagai fenomena campuran. Dalam
pandangan Mohamad Sobary (2013),
di samping fenomena kebudayaan
di kalangan kaum migran yang seria
‘merawat tradisi, mudik merupakan
fenomena keagamaan dengan atribut
rohani yang mereka butuhkan.

Tampaknya, makna mudik
sebagai pulang kampung tak akan
tergantikan. Nilai-nilai religiusitas
telah memantapkan fondasi tradisi
mudik yang dikaitkan dengan
Lebaran.

Sesuai pandangan Jj Roussean,
sebuzh rradisi yang ditopang ajaran
agama dapat senantiasa mengakar
kuat dalam sanubari masyarakat.

Penulis adalah dosen STAT Artanwir
Bojonegoro, Jawa Timur.
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Fasilitas Penerbangan

‘mendapatkan keuntungan yang besar. lalu mudah

yang Buruk

Redalsi Yth,

Penerbangan Indonesia saat ini bisa dibilang buruk.
Hal ini sangar memprihatinkan karena sering terjadi
kecelakaan pesawat udara dan lain hal.

Banyak hal yang harus diperbaili, seperti sistem
manajemen transportasi nasional. Jangan hanya ingin

pada akhirnya menjadi batu
nya keselamaran penerbangan kita
Kondisi bandara juga harus diperharikan. Perlu
peremajaan atau perawatan bandara Tidak hanya
pesawat, bandara juga harus memenuhi fasilitas yang
menunjang standar keselamaran

Keselamaran harus diutamalan melebihi apa pun.
Masih banyak pula yang menjadi kelemahan yang

Contoh kondisi bandara yang tidak baik dapat dilihat
dari insiden yang terjadi i Bandara Internasional Soe-
Iarno-Harta, barirbaru ini. Peristiwa tersebut seolah menin-
i wajah dunia penestangan kit yang tak ma herbendh

fasilitas

hanya diarti-

‘bandara atau terminal.

kan dengan pengertian sebatas
Padahal jika dilihar lebih jauh, hal ini bisa terjadi ka-
tena para pengelola yang bertanggung jawab terhadap

Dagi terjamin-

vang pernah dihadapi
“Tastlizas penunjang, baik dari segi pesawat maupun
‘bandaranya, seharusnya lebih diperharikan. Ini agar
insiden kecelakaan berkurang.
Keprihatinan ini sebenarnya muncul dari pengertian

dan persepsi tentang aeradrorme atau bandara ditambah

ini konon dipimpin orang-

orang yang tidak mempunyai latar belakang pengeta-
huan dan karier di bidang penerbangan.

Rian Rudianto
Jatiasih, Bekasi
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